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1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun

2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Corona Vints Disea.se 2019 (COVID- 19) sebagai kedaruratan

kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya

penanggulangan;

bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Nomor 44O/7l83lSJ tanggal 21 Desember 2O2l tentang

Pencegahan dan Penanggulangan Corona Vinrc Di.seo.se 2O19

Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli

Lindungi;

bahwa untuk mencegah penyeb aran Corona Vins Disease

2O19 Yaian Omicron perlu mengoptimalkan penggunaan dan

melakukan penegakan pemanfaatan Aplikasi Pedulilindungi

di Kabupaten Konawe Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Penegakan

Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

Penyakit Menular (Lrmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3273);

Mengingat:
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2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara

(t embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor

144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

[,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI8 tentang Kekarantinaan

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 128, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6236);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara

Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah d'iubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepubLik Indonesia

Tahun 2O18 Nomor 157);
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KETENTUAN UMUM
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2O2O

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Dbease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

l. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.

4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD

adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Konawe Selatan.

5. Corona Vints A*ease 2019 yang selanjutnya disebut Couid- 19

adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Seuere Actfte

Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.

6. Protokol kesehatan adalah langkah-Iangkah dan tata cara

penangan€rn kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan

pandemi Corona Vints Di.sease 2O19.

7. Pedulilindungi adalah aplikasi pelacakan untuk

menghentikan penyebaran COVID-I9 dengan mengandalkan

partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data

lokasinya saat berpergiurn agar penulusaran riwayat kontak

dengan penderita COVID- 19 dapat dilakukan.

8. Tempat publik adalah suatu tempat yang umumnya terdapat

banyak orang yang bekumpul untuk melakukan suatu

kegiatan baik secara sementara maupun secara terus

menerus.
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BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Peraturan Bupati ini
Penegakan Penggunaan

Konawe Selatan.

Pasal 2

dimaksudkan untuk

Aplikasi Pedulilindungi

melaksanakan

di Kabupaten

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan pengawasan di tempat-tempat fasilitas kegiatan

publik dengan pemanfaatan scan optimal Aplikasi

Pedulilindungi;

b. mengefektifkan penggunaan Aplikasi Pedulilindungi di tempat

publik; dan

c. menerapkan pelaksanaaa sanksi administratif bagr

Penyelenggara tempat kegiatan publik yang tidak

menggunakan Aplikasi Pedulilindungi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

a. pemanfaatan Aplikasi Pedulilindungi;

b. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan

c. sanksi administratif.

BAB III

PEMANFAATAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI

Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan penggunaan Aplikasi

Pedulilindungi di wilayah Kabupaten Konawe Selatan, tempat

kegiatan publik wajib menggunakan Aplikasi Pedulilindungi.

(2) Tempat kegiatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diantaranya fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat

perbelanjaan, hotel, restoran, kafe serta pusat keramaian

lainnya.
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BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

(l) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penegakan Aplikasi

Pedulilindungi dilakukan oleh Satuan Ttrgas Penanganan

COVID-l9 Kabupaten Konawe Selatan dengan melibatkan

OPD terkait.

(2) Satuan Tugas Penanganan COVID-l9 mengevaluasi

pelaksanaan penegal<an Aplikasi Pedulilindungi serta

memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

(3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati paling

sedikit I (satu) kali dalam sebulan dan sewaktu-waktu

dibutuhkan.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

(1) Setiap penyelenggara tempat kegiatan publik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5, yang melanggar disiplin penggunaan

Aplikasi Pedulilindungi dikenakan sanksi administratif

berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. pencabutan sementara izin operasional; dan

d. pencabutan izin operasional secara pernzrnen.

(2) Teguran lisan atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan I (satu) kali

untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

(3) Apabila teguran lisan atau teguran tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan ma-ka dikenakan

sanksi pencabutan sementara atau pencabutan iz'lt

operasional secara permanen.
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Konawe Selatan.

Andoolo 5 April 2022

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2022
NOMOR 1

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 12 Januari 2022

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 12 Januari 2022




